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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yaitu : 

1. Kerjasama dengan Bank NTB Syariah sebagai kontrak tidak memberikan 

perlindungan yang lengkap. Sebagai bentuk perlindungan, seseorang hanya 

berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten, 

perlindungan bagi karyawan perempuan, perlindungan keselamatan dan 

kesehatan kerja, perlindungan BPJS kesehatan, dan perlindungan BPJS 

ketenagakerjaan berupa jaminan kematian. Contoh perlindungan yang tidak 

didapatkan antara lain tidak adanya jaminan pensiun, rentannya PHK, dan 

tidak adanya jenjang karir yang dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

2. Perusahaan Outsourcing PT Pesona Prima Utama menawarkan kompensasi 

yang sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), serta jaminan 

kesehatan, keselamatan, dan kecelakaan kerja. Pekerja outsourcing terhambat 

oleh tidak adanya jaminan pensiun, tidak adanya jenjang karir yang dapat 

mengembangkan softskill dan kemampuan selain pengembangan gaji, dan 

kerentanan pemutusan hubungan kerja. 

3.  
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B. Saran 

 Adapun saran dari penelitian ini yaitu : 

1. Perusahaan vendor harus melihat lebih dekat tren saat ini untuk lebih 

meningkatkan hak-hak tenaga kerja outsourcing. Hal ini dapat dilakukan 

dengan merevisi UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 agar masalah-masalah 

yang berkaitan dengan karyawan alih daya tidak terus muncul.  

2. Karena banyak pekerja outsourcing memiliki tingkat pendidikan yang rendah 

sehingga tidak mengetahui hak-hak mereka, maka perusahaan vendor juga 

harus mengedukasi pekerja outsourcing tentang hak-hak mereka. 

3. Untuk mencegah terjadinya kesalahan teknologi dan penyimpangan hukum, 

pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang-undangan harus secara aktif 

mempromosikan peraturan perundangan ketenagakerjaan serta mengawasi 

perusahaan-perusahaan yang menawarkan atau menggunakan sistem 

outsourcing. 

4. Agar hak-hak yang harus didapatkan oleh pekerja outsourcing tidak 

miskomunikasi, maka karyawan outsourcing harus dapat memahami norma-

norma perusahaan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan 

perlindungan hak-hak pekerja outsourcing. 
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KUESIONER 

 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA 

OUTSOURCING DI PT. BANK NTB SYARIAH CABANG 

SUMBAWA 

 

 

No. Responden :  

Nama Responden :  

Alamat :  

Tanggal Wawancara :  

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 

2022 

Untuk Pekerjaan Outsourcing 

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan 
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Umur :  

Status : Belum menikah / Sudah menikah 

Peran Dalam Keluarga : Kepala Keluarga / Ibu / Anak 

Pekerjaan :  

Pendidikan Terakhir :  

 

A. Identifikasi Pihak Terlibat dalam Perusahaan Outsourcing.  

1. Sejak kapan anda terlibat dalam perusahaan Outsourcing? 

Jawaban: 

2. Berapa lama anda terlibat didalam perusahaan Outsourcing? 

Jawaban: 

3. Diposisi apa anda bekerja saat ini?  

Jawaban: 

4. Apa saja hak yang bisa didapatkan selama bekerja di perusahaan Outsourcing? 

Jawaban: 

5. Selama bekerja di perusahaan Outsourcing, apakah ada kendala yang pernah 

dihadapi atau sedang dihadapi? 

Jawaban: 

6. Selama bekerja di perusahaan Outsourcing apakah gaji sudah sesuai dengan 

standar upah minimum daerah/kabupaten? 

Jawaban: 

7. Apa alasan atau kepentingan anda untuk terlibat berpartisipasi dalam perusahaan 

Outsourcing? 

Jawaban: 

a. Kepentingan Ekonomi 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

b. Kepentingan Sosial 
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

c. Lainnya 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

B. Klasifikasi Upah Pekerjaan 

8.  Pendapatan atau upah yang diberikan selama satu bulan bekerja 

a. Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 

b. Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000 

c. Rp. 1.500.000 - Rp. 2.000.000 

d. > Rp. 2.000.000 

9. Pengeluaran dalam sebulan? 

a. Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 

b. Rp. 1.000.000 -  Rp. 2.000.000 

c. > Rp. 2.000.000 

10. Menurut anda, dari penghasilan yang didapatkan apakah bisa mencukupi 

kebutuhan sehari-hari? 

Jawaban: 

 

 

 

 

 

 

 


